
 

 

 

 

 

  

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BATU 
NOMOR 40 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  

NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN 

DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH  

DAN BANTUAN SOSIAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BATU, 

 
Menimbang : bahwa untuk  menindaklanjuti rekomendasi Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan 

dalam rangka menunjang kelancaran dan efektifitas 

pelaksanaan evaluasi terhadap usulan/proposal hibah 

dan bantuan sosial, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring 

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 
 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4118); 

  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN  

WALIKOTA BATU NOMOR  9  TAHUN  2013 

TENTANG  TATA  CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN 

BANTUAN SOSIAL. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan   Walikota  Batu  

Nomor 9 Tahun 2013 tentang  Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring 

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 

36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan   

Walikota  Batu  Nomor 9 Tahun 2013 tentang  Tata 

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, 

serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 

Sosial, diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 

9 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, 

perusahaan daerah, masyarakat dan 

organisasi kemasyarakatan menyampaikan 

usulan/proposal hibah secara tertulis kepada 

Walikota. 

 

 

13. Peraturan   Walikota  Batu  Nomor 9 Tahun 2013 

tentang  Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan   Walikota  Batu  

Nomor 9 Tahun 2013 tentang  Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
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(2) Format usulan/proposal hibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 

Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

(3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk 

melakukan evaluasi usulan/proposal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(4) Kepala SKPD dalam melakukan evaluasi atas 

usulan/proposal melakukan verifikasi yang 

berkaitan dengan: 

a. keterkaitan usulan kegiatan dengan 

program Pemerintah Kota Batu; 

b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan 

c. besarnya hibah yang diusulkan. 

(5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa 

rekomendasi kepada TAPD. 

(6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II 

Peraturan Walikota ini. 

(7) TAPD memberikan pertimbangan atas 

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) sesuai dengan prioritas dan 

kemampuan keuangan daerah. 
  

 

2. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 
 

3. Ketentuan Pasal 31 ayat (3)  diubah, sehingga 

Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Anggota/kelompok masyarakat 

menyampaikan usulan/proposal tertulis 

kepada Walikota. 

(2) Format usulan/proposal bantuan sosial 

sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum 

pada Lampiran IX Peraturan Walikota ini. 

(3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk 

melakukan evaluasi usulan/proposal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(4) Kepala SKPD dalam melakukan evaluasi atas 

usulan/proposal melakukan verifikasi yang 

berkaitan dengan: 

a. keterkaitan usulan kegiatan dengan 

program Pemerintah Kota Batu; 

b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan 

c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan. 

(5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa 

rekomendasi kepada TAPD. 

(6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tercantum pada Lampiran X 

Peraturan Walikota ini. 
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(7) TAPD memberikan pertimbangan atas 

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) sesuai dengan prioritas dan 

kemampuan keuangan daerah. 

4. Ketentuan Pasal 32 dihapus. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 40/a 

 

 

 

 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal   31    Mei 2018 
 

WALIKOTA BATU, 
 

 
  TTD 

 
 

DEWANTI RUMPOKO  

 
Diundangkan di Batu 

pada tanggal  31  Mei 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

 

TTD 

 

EDDY MURTONO 

 


